
GUBERNUR JAWA BARAT 

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 
NOMOR 2? TAHUN 2022 

TENTANG 

SALIN AN 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

GUBERNUR JAWA BARAT, 

a. bahwa kedudukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Jawa Barat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubemur 
Jawa Barat Nomor 174 Tahun 2021; 

b. bahwa dengan ditetapkannya kebijakan penyederhanaan 
birokrasi, berimplikasi pada perubahan struktur Perangkat 
Daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga Peraturan Gubemur 
Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan 
huruf a perlu ditinjau kembali; 

c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Provinsi Jawa Barat; 

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 
4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 
tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4 7 44) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4010); 

2 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Hubungan Keuangan Pusat antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 



Menetapkan 

2 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nom or 6402}; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang 
ten tang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan 
Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi 
Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 192) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa 
Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Nomor 239); 

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 
tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Nomor 211); 

7. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 
tentang Penjabaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 169 Tahun 2021 
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Jawa 
Barat Nomor 7 Tahun 2019 ten tang Penjabaran 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 
Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 
Nomor 169); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN DAN 
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat. 
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2. Pemerinta.h Daerah Provinsi adalah Gubemur sebagai unsur 
penyelenggara Pemerinta.han Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerinta.han yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Gubemur adalah Gubernur Jawa Barat. 

4 . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa 
Barat. 

5. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut 
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
urusan pemerinta.han yang menjadi kewenangan Daerah 
Provinsi Jawa Barat. 

6. Dinas Daerah Provinsi adalah unsur pelaksana Urusan 
Pemerinta.han yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi 
Jawa Barat. 

7. Badan Daerah Provinsi adalah unsur penunjang Urusan 
Pemerinta.han yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi 
Jawa Barat. 

8 . Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerinta.h 
Daerah Provinsi Jawa Barat. 

9. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerinta.h 
Daerah Provinsi Jawa Barat. 

10. Tenaga Ahli DPRD adalah seorang atau sekelompok orang 
tenaga ahli yang bertugas membantu DPRD dalarn 
menjalankan tugas dan fungsinya. 

11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan ta.hunan 
Pemerinta.h Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

BABII 

PERANGKAT DAERAH 

Pasal2 

(1) Perangkat Daerah, terdiri atas: 

a. Sekretariat Daerah Provinsi; 

b. Sekretariat DPRD Provinsi; 

c. Inspektorat Daerah Provinsi; 

d . Dinas Daerah Provinsi, terdiri atas: 

1. Dinas Pendidikan; 

2. Dinas Kesehatan; 

3. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang; 

4. Dinas Sumber Daya Air; 
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5. Dinas Perumahan dan Permukiman; 

6. Satuan Polisi Pamong Praja; 

7 . Dinas Sosial; 

8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 
dan Keluarga Berencana; 

9 . Dinas Lingkungan Hid up; 

10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

11 . Dinas Perhubungan; 

12. Dinas Komunikasi dan Informatika; 

13. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil; 

14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu; 

15. Dinas Pemuda dan Olahraga; 

16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah; 

17. Dinas Tenaga Keija dan Transmigrasi; 

18. Dinas Ketahanan Pangan dan Petemakan; 

19. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 

20. Dinas Kelautan dan Perikanan; 

21 . Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; 

22 . Dinas Perkebunan; 

23 . Dinas Kehutanan; 

24. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; 

25. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan 

26. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

e. Badan Daerah Provinsi, terdiri atas: 

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

2 . Badan Kepegawaian Daerah; 

3 . Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 

4 . Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; 

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 

6 . Badan Pendapatan Daerah; dan 

7 . Badan Penghubung. 

(2) Bagan Struktur Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok, fungsi, rincian 
tugas, dan tata keija Perangkat Daerah Provinsi, diatur dalam 
Peraturan Gubemur tersendiri. 



BABIII 

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK 

Bagian Kesatu 

Sekretariat Daerah Provinsi 

Pasal3 

(1) Sekretariat Daerah Provinsi merupakan unsur staf. 
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(2) Sekretariat Daerah Provinsi dipimpin oleh Sekretaris Daerah 
Provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Gubemur. 

Bagian Kedua 

Sekretariat DPRD Provinsi 

Pasal4 

(1) Sekretariat DPRD Provinsi merupakan unsur pelayanan 
administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan 
fungsi DPRD. 

(2) Sekretariat DPRD Provinsi dipimpin oleh Sekretaris DPRD 
Provinsi yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis 
operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab 
kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. 

Bagian Ketiga 

Inspektorat Daerah Provinsi 

Pasal5 

( 1) Inspektorat Daerah Provinsi merupakan unsur pengawas 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi. 

(2) Inspektorat Daerah Provinsi dipimpin oleh lnspektur. 

Bagian Keempat 

Dinas Daerah Provinsi 

Pasal6 

(1) Dinas Daerah Provinsi merupakan unsur pelaksana urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. 

(2) Dinas Daerah Provinsi dipimpin oleh Kepala Dinas yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Gubemur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. 



Bagian Kelima 

Badan Daerah Provinsi 

Pasal7 
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( 1) Badan Daerah Provinsi merupakan unsur penunjang urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. 

(2) Badan Daerah Provinsi dipimpin oleh Kepala Badan yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. 

BABIV 

SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 

Sekretariat Daerah Provinsi 

Pasal8 

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi terdiri atas: 

a . Sekretaris Daerah Provinsi; 

b . Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, 
membawahkan: 

1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahkan 
Bagian Tata U saha; 

2. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahkan 
Bagian Tata U saha; dan 

3 . Biro Kesejahteraan Rakyat, membawahkan Bagian Tata 
Usaha. 

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan: 

1. Biro Perekonomian, membawahkan Bagian Tata Usaha; 

2 . Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi, dan Administrasi 
Pembangunan membawahkan Bagian Tata Usaha; dan 

3 . Biro Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan Bagian 
Tata Usaha. 

d . Asisten Administrasi Umum, membawahkan: 

1. Biro Organisasi, membawahkan Bagian Tata U saha. 

2 . Biro Administrasi Pimpinan, membawahkan: 

a) Bagian Tata U saha; dan 

b) Bagian Protokol. 

3 . Biro Umum, membawahkan: 

a) Bagian Tata Usaha; 

b) Bagian Administrasi Keuangan dan Aset; dan 

c) Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah. 

e. Staf Ahli; dan 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 



Bagian Kedua 

Sekretariat DPRD Provinsi 

Pasa19 

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi, terdiri atas: 

a . Sekretaris DPRD Provinsi; 

b. Bagian Protokol, Persidangan dan Perundang-undangan; 

c. Bagian Fasilitasi, Penganggaran, dan Pengawasan; 

d. Bagian Umum, membawahkan Subbagian Tata Usaha dan 
Kei;legawaian; 

e . Bagian Program dan Keuangan. 

f. Tenaga Ahli; dan 

g. Jabatan Fungsional. 

Bagian Ketiga 

Inspektorat Daerah Provinsi 

PasallO 

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi, terdiri atas: 

a . Inspektur; 

b . Sekretariat, membawahkan, Subbagian Tata Usaha; 

c . Inspektur Pembantu I; 

d . Inspektur Pembantu II; 

e. Inspektur Pembantu III; 

f. Inspektur Pembantu IV; 

g. Inspektur Pembantu Investigasi; dan 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Bagian Keempat 

Dinas Daerah Provinsi 

Paragraf 1 

Dinas Pendidikan 

Pasalll 

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas: 

a . Kepala Dinas; 

b . Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha; 

c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas ; 

d . Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan; 

e . Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus; 

f. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan; dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Paragraf2 

Dinas Kesehatan 

Pasal12 

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas: 

a . Kepala Dinas; 

b . Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha; 

c. Bidang Kesehatan Masyara.kat; 

d . Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; 

e. Bidang Pelayanan Kesehatan; 

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan; dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Paragraf3 

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang 

Pasal13 
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Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, 
terdiri atas: 

a . Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha; 

c. Bidang Teknik Jalan; 

d. Bidang Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan; 

e. Bidang Jasa Konstruksi; 

f. Bidang Penataan Ruang; dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Paragraf4 

Dinas Sumber Daya Air 

Pasal14 

Susunan Organisasi Dinas Sumber Daya Air, terdiri atas: 

a . Kepala Dinas; 

b . Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha; 

c . Bidang Perencanaan Teknik; 

d. Bidang Bina Konstruksi; 

e. Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan; 

f . Bidang Bina Manfaat; dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 



9 

Paragraf 5 

Dinas Perumahan dan Permukiman 

Pasal15 

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman, terdiri 
atas: 

a . Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha; 

c. Bidang Perumahan; 

d . Bidang Infrastruktur Permukiman; 

e . Bidang Kawasan Permukiman; 

f. Bidang Pertanahan; dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Paragraf6 

Satuan Polisi Pamong Praja 

Pasa116 

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas: 

a . Kepala Satuan; 

b . Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha; 

c. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 

d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 
Gubernur; 

e . Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur; 

f . Bidang Perlindungan Masyarakat; dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Paragraf7 

Dinas Sosial 

Pasa1 17 

Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas: 

a. Kepala Dinas; 

b . Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha; 

c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; 

d . Bidang Penanganan Fakir Miskin; 

e. Bidang Rehabilitasi Sosial; 

f. Bidang Pemberdayaan Sosial; dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 



Paragraf8 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 
dan Keluarga Berencana 

Pasall8 
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Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, terdiri atas: 

a. Kepala Dinas; 

b . Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha; 

c. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; 

d. Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga; 

e . Bidang Pemenuhan Hak Anak; 

f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Paragraf9 

Dinas Lingkungan Hidup 

Pasal 19 

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas: 

a. Kepala Dinas; 

b . Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha; 

c. Bidang Tata Lingkungan; 

d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan; 

e. Bidang Konservasi dan Pengendalian Perubahan Iklim; 

f. Bidang Penaatan Hukum Lingkungan; dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Paragraf 10 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Pasal20 

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 
terdiri atas: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha; 

c. Bidang Bina Desa; 

d . Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi 
Masyarakat; 

e. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat; 

f. Bidang Pengembangan Potensi Desa; dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 



Paragraf 11 

Dinas Perhubungan 

Pasal21 

Susunan Organisasi Dinas Perbubungan, terdiri atas: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha; 

c. Bidang Lalu Lintas Jalan; 

d . Bidang Angkutan Jalan; 

e. Bidang Pelayaran; 
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f. Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan Transportasi; dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Paragraf 12 

Dinas Komunikasi dan Informatika 

Pasal22 

S usunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri 
atas: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha; 

c. Bidang E-Govemment, 

d. Bidang Aplikasi Informatika; 

e . Bidang lnformasi Komunikasi Publik; 

f. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi; 

g. Bidang Statistik; dan 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Paragraf 13 

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 

Pasal23 

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan U saba Kecil, terdiri atas: 

a . Kepala Dinas; 

b . Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha; 

c. Bidang Kelembagaan Koperasi; 

d . Bidang Pemberdayaan Koperasi; 

e. Bidang Usaha Kecil; 

f . Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi; dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Paragraf 14 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Pasal24 

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu, terdiri atas: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha; dan 

c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Paragraf 15 

Dinas Pemuda dan Olahraga 

Pasal25 

Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri atas: 

a. Kepala Dinas; 

b . Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha; 

c. Bidang Layanan Kepemudaan; 

d. Bidang Sarana Prasarana dan Kesejahteraan; 

e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; 

f. Bidang Pembudayaan Olahraga; dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Paragraf 16 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 

Pasal26 

Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, 
terdiri atas: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha 

c. Bidang Perpustakaan Deposit dan Pengembangan Bahan 
Perpustakaan; 

d. Bidang Bina Perpustakaan dan Budaya Gemar Membaca; 

e. Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan; 

f. Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis; 

g. Bidang Pengelolaan Arsip Statis; dan 

h . Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Paragraf 17 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Pasal27 

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri 
atas: 

a . Kepala Dinas; 

b . Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha; 

c . Bidang Pelatihan dan Produktivitas; 

d. Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja, dan 
Transmigrasi; 

e. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial; 

f. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan; dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Paragraf 18 

Dinas Ketahanan Pangan dan Petemakan 

Pasa128 

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Petemakan, 
terdiri atas: 

a. Kepala Dinas; 

b . Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha; 

c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi; 

d. Bidang Konsumsi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 

e. Bidang Produksi Petemakan; 

f. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat 
Veteriner; dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Paragraf 19 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Pasal29 

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri 
atas: 

a. Kepala Dinas; 

b . Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha; 

c . Bidang Destinasi Pariwisata; 

d. Bidang Industri Pariwisata; 

e . Bidang Pemasaran; 

f. Bidang Kebudayaan; 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Paragraf20 

Dinas Kelautan dan Perikanan 

Pasal30 

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri atas: 

a . Kepala Dinas; 

b . Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha; 

c. Bidang Kelautan; 

d . Bidang Perikanan Tangkap; 

e. Bidang Pembudidayaan Ikan, Pengolahan, dan Pemasaran 
Hasil Perikanan; 

f. Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Paragraf21 

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Pasal31 

Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 
terdiri atas: 

a. Kepala Dinas; 

b . Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha; 

c . Bidang Tanaman Pangan; 

d. Bidang Tanaman Hortikultura; 

e . Bidang Prasarana dan Sarana; 

f. Bidang Penyuluhan; dan 

g . Kelompok Jabatan Fungsional. 

Paragraf22 

Dinas Perkebunan 

Pasa132 

Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, terdiri atas: 

a . Kepala Dinas; 

b . Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha; 

c . Bidang Produksi Perkebunan; 

d . Bidang Sumber Daya Perkebunan; 

e . Bidang Pengembangan dan Perlindungan Perkebunan; 

f. Bidang Pengolahan, Pemasaran, dan Usaha Perkebunan; dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 



Paragraf23 

Dinas Kehutanan 

Pasa133 

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, terdiri atas: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha; 

c. Bidang Pemolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan; 
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d. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan 
Ekosistemnya; 

e. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; 

f. Bidang Bina U saha dan Pemberdayaan Masyarakat; 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Paragraf24 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Pasa134 

Susunan Organisasi Dinas Energi dan Su mber Daya Mineral, 
terdiri atas: 

a . Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha 

c. Bidang Pertambangan; 

d. Bidang Air Tanah; 

e. Bidang Energi; 

f . Bidang Ketenagalistrikan; dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Paragraf25 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Pasa135 

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri 
atas: 

a . Kepala Dinas; 

b . Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha; 

c. Bidang Industri Agro, Kimia, Tekstil, dan Aneka; 

d. Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan 
Elektronika; 

e . Bidang Perdagangan Luar Negeri; 

f. Bidang Perdagangan Dalam Negeri; 

g. Bidang Perlindungan Konsumen; dan 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Paragraf26 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Pasal36 

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 
terdiri atas: 

a . Kepala Dinas; 

b . Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha; 

c . Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan; 

d . Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan 
Pemanfaatan Data; dan 

e . Kelompok Jabatan Fungsional. 

Bagian Kelima 

Badan Daerah Provinsi 

Paragraf 1 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Pasal37 

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 
terdiri atas: 

a . Kepala Badan; 

b . Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha; 

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah; 

d . Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 

e . Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 

f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Paragraf2 

Badan Kepegawaian Daerah 

Pasal38 

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri atas: 

a. Kepala Badan; 

b . Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha; 

c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi 
Kepegawaian; 

d . Bidang Mutasi dan Promosi; 

e . Bidang Pengembangan Aparatur; 

f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan; dan 

g. Kelompok Jaba tan Fungsional. 
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Paragraf3 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pasal39 

Susunan Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia, terdiri atas: 

a . Kepala Badan; 

b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha; 

c . Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan; 

d . Bidang Pengembangan Kompetensi Telmis Inti; 

e . Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum; 

f . Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial; dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Paragraf 4 

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Pasal40 

Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan 
Daerah, terdiri atas: 

a. Kepala Badan; 

b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha; 

c. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan; 

d . Bidang Sosial dan Kependudukan; 

e. Bidang Ekonomi dan Pembangunan; 

f. Bidang Inovasi dan Teknologi; dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Paragraf 5 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Pasa141 

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah, terdiri atas: 

a . Kepala Badan; 

b . Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha; 

c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah; 

d . Bidang Perbendaharaan Daerah; 

e . Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; 

f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 



Paragraf6 

Badan Pendapatan Daerah 

Pasal42 

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas: 

a. Kepala Badan; 

b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha; 

c . Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan; 

d . Bidang Pengelolaan Pendapatan; 

e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan; 

f. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan; 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Paragraf7 

Badan Penghubung 

Pasal43 

Susunan Organisasi Badan Penghubung, terdiri atas: 

a. Kepala; 

b. Subbagian Tata Usaha; 

c. Subbidang Hubungan Antar Lembaga; 

d. Subbidang Promosi dan Informasi; 

e. Subbidang Keprotokolan; dan 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

BABV 

STAF AHLI DAN TENAGA AHLI 

Bagian Kesatu 

Staf Ahli 

Pasal44 
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(1) Staf Ahli melaksanakan tugas membantu Gubernur dalam 
memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan 
Daerah Provinsi dan memberikan rekomendasi terhadap isu­
isu strategis sesuai bidang keahliannya. 

(2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon IIa dan paling banyak 
3 (tiga) orang. 

(3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) , 
diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur. 

(4) Bidang tugas Staf Ahli ditetapkan dengan peraturan tersendiri. 

(5) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif 
dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi. 



Bagian Kedua 

Tenaga Ahli 

Pasal45 
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Sekretaris DPRD menyediakan dan mengkoordinasikan Tenaga 
Ahli dengan tugas membantu DPRD dala.m menjalankan tugas 
dan fungsinya. 

BABVI 

KEWMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal46 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah Provinsi 
sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga 
fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Dala.m pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat ditetapkan Ketua Tim Ketja Pelaksana Fungsi 
Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang 
tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing­
masing. 

(4) Ketua Tim Ketja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas 
mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan 
fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing. 

(5) Jenis danjenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan 
beban ketja. 

(7) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 

TATAKERJA 

Pasal47 

( 1) Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan pada Perangkat 
Daerah dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan 
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisa.si, dan simplifikasi 
dalam lingkungan masing-masing dan antar sa.tuan organisasi 
secara internal serta dengan Instansi lain secara eksternal 
sesuai dengan bidang tugas masing-masing. 

(2) Setiap Pimpinan pada Perangkat Daerah wajib mengawasi 
bawahannya masing-masing dan apabila tetjadi 
penyimpangan, mengambillangkah-langkah yang diperlukan, 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 



(3) Setiap Pimpinan pada Perangkat Daerah bertanggungjawab 
memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing­
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi 
pelaksanaan tugas dan fungsi kepada bawahannya. 

(4) Setiap Pimpinan pada Perangkat Daerah wajib mengikuti dan 
mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan 
masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada 
waktunya. 

(5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan pada Perangkat 
Daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan 
sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan 
untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. 

(6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, 
tembusan laporan wajib disampaikan kepada Pimpinan pada 
Perangkat Daerah yang secara fungsional mempunyai 
hubungan keija. 

(7) Dalam pelaksanaan tugas, setiap Pimpinan pada Perangkat 
Daerah di bawahnya memberikan bimbingan kepada 
bawahannya masing-masing serta wajib mengadakan rapat 
berkala. 

(8) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah selain Selcretaris Daerah 
Provinsi berhalangan, untuk pertama kali diwakilkan kepada 
Sekretaris/Wakil Direktur pada Rumah Sakit Daerah yang 
membidang KesekretariatanfSubbagian Tata Usaha pada 
Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Eselon III. 

(9) Dalam hal SekretarisfWakil Direktur yang membidangi 
KesekretariatanjSubbagian Tata Usaha pada Perangkat 
Daerah yang dipimpin oleh Eselon III berhalangan, maka 
diwakilkan kepada Bidang/Wakil Direktur pada Rumah Sakit 
DaerahfSeksijSubbidang sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya. 

BAB VITI 

PEMBIAYAAN 

Pasal48 

Pembiayaan Perangkat Daerah Provinsi bersumber dari: 

1. APBD; dan 

2 . sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

BABIX 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal49 

Hal-hal yang menyangkut personil, pembiayaan, perlengkapan 
dan dokumentasi Perangkat Daerah setelah diberlakukannya 
Peraturan Gubemur ini, harus sudah diselesaikan paling 
la.mbat pada akhir Juli 2022. 



BABX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal50 
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( 1) Pejahat dan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas 
pokok dan fungsi setelah diberlakukannya Peraturan 
Gubernur ini, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 
sampai dengan dilantiknya Pejahat dan/ a tau herfungsinya 
Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur ini. 

(2) Kedudukan, tugas pokok, susunan organisasi, dan hagan 
struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 
mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Keija Inspektorat, Badan 
Perencanaan Pemhangunan Daerah, Lemhaga Teknis Daerah 
dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat 
(Lemharan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 21 
Seri D, Tamhahan Lemharan Daerah Provinsi Jawa Barat 
Nomor 56), kecuali ketentuan Pasal 3 angka 6 dan angka 10, 
Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 19; 

(3) Kedudukan, tugas pokok, susunan organisasi, dan hagan 
struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Provinsi Jawa Barat, mengacu pada ketentuan Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang 
Organisasi dan Tata Ketja Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat. 

(4) Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru, Rumah Sakit Umum 
Daerah Al Ihsan, Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon 
Sukahumi, Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk Garut, 
dan Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Keija 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehagai Unit Pelaksana 
Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan unit organisasi bersifat 
khusus yang memherikan layanan secara profesional, dengan 
mengacu pada kedudukan, tugas pokok, susunan organisasi, 
dan hagan struktur organisasi yang diatur dengan Peraturan 
Guhernur tersendiri. 

BABXI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal51 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai herlaku, semua 
Peraturan terkait dengan Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas 
Unit, dan Tata Ketja pada Perangkat Daerah Provinsi, dinyatakan 
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 
Peraturan Gubernur ini. 

Pasal52 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan 
Gubernur Jawa Barat Nomor 174 Tahun 2021 ten tang Kedudukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 174), dicahut dan 
tidak herlaku. 
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Pasal53 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Provinsi Jawa Barat. 

Diundangkan di Bandung 
pada tanggal 

Ditetapkan di Bandung 
pada tanggal 

RJAWABARAT,~ 

~ 
AMAD RIDW AN KAMI1{;t. 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARATTAHUN 2022 NOMOR 

8 Juni 2022

GUBERNUR JAWA BARAT

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL,

ttd

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 8 Juni 2022

SETIAWAN WANGSAATMAJA

SEKERTARIS DAERAH PROVINSI
               JAWA BARAT

ttd

  Sainan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
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JAFUNG 

UPTD 

SUB BAOIAN TATA 
US AHA 

I 

BIDAXO 
P&ltLDQ)UXOAJ( 

PSIUUIPUAX DAR AXAX __ __. 

40~ 



BAOAK 8TitUKTUR OltOANISASI 
DIJIAII LIJIOKUJIOAJI HIDUP 

KELOMPOK 
JAFUNO 

r 

BIDAKO 
TATA LllrOKUWGAK 

__ J... __ 

r 

BIDAKG 
PBRGEIIDALIAK 
PBJfCBIIA.JlAa' 
LIRGKUifGAJf 

KEPALA 

---'---

I UPTD 

I 

I 

BIDAKG 
KONSERVASI DU 
PBRGUDAUU 

PBRUBAIIAII IKLIM __ , __ 

I 

SEKRETARIAT I 
I 

SUB B AOIAJII TAT A I USAHA 

I 

BIDAKG 
PEIIAATAK HUKUM 

LIRGKUJIGU 

--' 

41 '\ 



BAGAK STRUKTUR ORGANISASI 
DINA& PII:IIBBRDAYAAN IIASYARAKAT DAN DBSA. 

r 
KELOMPOK 

JAFUNO 

I 

JUDAifO 
llllfA DICaA 

_ _!_ 

I KJ:PALA 

I 
IIIDAJfO 

XJ:LitiOIAOAAJf DU 
HlfOIUIIIAJtOAK 

PARTIIIIPAaJ IIMYAIIIAXAT 

----1---

1 

I 

IIIDAMO 
PaODDAYAAif 178AHA 
IUlOifOIII IIAIIYAltAKAT 

l 

I 
SUB BAOIAN TATA 

USAHA 

l 

- -1------ I 
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BAGAK BTitUKTUit OltGAliiSABI 
DIR'AB PJI:JtHUBUR'GAK 

-. • • 
KBLOJIPOK 

JAP'Ul'fO 

r 

BIDARO LALU LUfTAB 
JALAR 

• -

I 

T 

BIDAJIIO PII:LAYARAif 

• -· 

I 

KEPALA J 

I 

BIDAifO AlfOKUTAR 
JALAR 

• 
~--'--

UPTD I 

I 
I 

I 

BBKRE'I' ARIAT 
J 

l 
SUB BAOIAN TATA I USAHJ\ 

I 
BIDARG 

PBRKERitT AAPIAR DAN 
PBNGBIIBAROAN 
TRANSPORT A8l 

• --

43 



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
Dll'fAS KOMUl'fiKASI DAN ll'fFORMATIKA 

KltLOIIPOK 
J.AnnfO 

_l 

--..1.. - , 

l KltPALA 

1 

J 

.. l 

BIDAifG 
IHPORIIASI 

KOIIUKIKASI PUBLIK 

I 

I 
SUB BAOII\N TATA 

USAHA 

I 
BIDAifG 

PUSAHDLUt DAN 
KLUIAHAH 
INPORIIASI 

-....l.--- ----1- -- --L-

BlDAMG 
8TATl8TlK _, 
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BAGAN STitUKTUit OltOANISASI 
DIMAS KOPEitASI DAN USAHA KECIL 

I 

aJDARO 
ICSI.IUIIIAOA.U 

ICOPitJtMI 

r - - - -..I--

KELOMPOK 
JAFUNG 

KltPALA 

J 

JIIDAJ(O 
PIUIII&ItDATAAR 

ICOP&JtA81 

- - - _-l_ -- -

UPTD 

45 

_l 

BEKitETAJUAT j 
I 

SUB BAOIAN TATA 
USMII\ 

_l I 
IIIDARO 

IIIDAKO PUOAV'AaAJf DAR 
UIIAKA K&CD. PSII&IIUXU..!'...W 

ICOPDMI 

- -1- - - - - -1 

X 



IIAOAM BTitUKTUit OltOANISASI 
DINA& PENAMAIIAM IIODAJ.. DAN PEI..AYANAN 

TEitPADU SATU PINTU 

KBLOIIPOK 
JAFUlfO 

I KEPALA I 

I 

46 

I 

I SE:KRETARIAT I 
I 

SUB BAO!AN TATA I USAHA 



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
DINA& P&IIUDA DAN OLAHRAGA 

I 

8IDAKG 
LA'fAKAK KEPUIUDAAJf 

1- - - -L- -
ICBLOIIPOK 

.J'AnJRO 

KEPALA 

I 

BIDAKG 
SAJtAKA P~tMA..••.XA DAK 

KBU.JAHftRAAK 

- - _,.l_ - - -

I 

SEKUTAJUAT 

SUB BAOIAN TATA 
US AHA 

l I 

8IDAKG BIDAKG 
P&lfiJfOKATAK PllUTASI PEJIBUDA'f AAK 

OLAHRAGA OLAHRAQA 

- -L- - - - _ _J 
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BAGAN STRUKTUR ORGAlfiSASI 
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 

KBPALA 

l 

SEKRBTARIAT 

I 

SUB BAOIAN TATA 
USAHA 

- - -
I I I I I I 1 

•IDAI'fo 
PKitPUSTABAAJI •IDAI'fo •muo 

KELOMPOK I DBI'OaiTDAII •DIA PBJtii08TAKAAJr PBL\YAIIAII 
•IDA.Jfo •IDAlfo 

JAFUNG 
nlfa&IDAJIO.U .AHAJI D.U MJDAYA OJEIIIAJt PIUti'U8TABAAJI DAJJ 

PKKOELOI..AAK AR&IP PKJIOitLOI.MJf All8IP 

I PBitPUSTAICAAK JII:IDACA DA118IP.U 
Dllf.AJII8 8TATI8 

- - _ I_---- .. I-- __ I __ __ L _ _ -- - __ j -





BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
DIMAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN 

r 
KBLOIIPOK 

JAnJWQ 

BIDAlfQ 
KBT&RUDIAAJf DAlf 

DI8TRIBU81 ___ , __ _ 

r 

I 
BIDAl'fO 

KOJf8UII81 DAM 
P&JfQ&IIBAlfQAl'f 

IIUIIBIDR DATA IIAJIUSIA 
_......,..~-. __ 

I 

KBPALA 

UPTD 

I 
I 

I 8BK.RBTARIAT I 
l 

I SUB BAOlAN TATA I USAHA 

BIDAlfG 
PRODUK81 P&T&RJfAKAlf 

----·~- ....... 

I 
BIDAJ(O 

IICZa&HATAK HltWAX DAM 
XU&HATAK IIASYAJUUCAT 

VZTitllDC'ItR _ __ , 
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BAOAl'f STRUKTUR OROAI'IISASI 
Dll'fAS PARIWISATA DAl'f KBBUDAYAAl'f 

KII:LOIIPOK 
.JAJ'UifO 

I 

BIDAI'IO 
DEIITII'fASI 

PARIWISATA 

_ .!.._ 

I KJCPALA 

I 

BIDAI'fO 
ll'IDUSTRI PARIWI8ATA 

__ _j __ _ 

I UPTD 

I 

I 

BIDAI'fO 
PBIIA8ARAI'f __ , __ 

I 

SEKRETARIAT 

I 
SUB BAOIAN TATA 

USNiA 

I 

BIDAI'IO 
KEBUDAYAAI'f 

--1 
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
DIMAS PERKEBUNAN 

I 

r ---.1---

I 

I 

81~0 

8UII1Uta DATA 
P&ltKUU.AJr 

--L-

UPTD 

1 
I 

UKJt&TAJUAT 

I 

SUB 81\0IAN TATA 
UBAHA 

I 
81~0 

n•oiUI8AIIOAII ~ 
P&JU.DfDUJIOAJI 
P&JQCSIIUJIAJI 

---1--

I 
8~o 

P&JfOOLARAJI, 
J'aiA8AJtA1I DAJr tJ&UIA 

P&JtKUU•AJr ___ I 

54 



BAGAN STRUKTUR ORGAKISASI 
DIKAS KEHUTANAJII 

r 
BJDAKG 

PBMOLAAN DAB 
PBIIAJO'AATAK 

KAWAaAN HUTAK 

T 
IUDJUIU 

PBRLIJIDUllfGAK DAJI 
KOlfURVA81 

8UIIBBRDATA ALAII 
nA• 

KEPALA l 

I 

I 

8BKRETAIUAT l 
I 

SUB BAOIAN TATA I 
USAHA 

I 
BIDANG 

BllfA UMHA DAJI 
PBMBBRDATAAK 

IIMTARAKAT __ , __ _ 
- -'- - - r - - ...J.. - - - - _.....J 

I 
I 
I 
I 

,- - - - - - - .L - - - - - - - --, 
: 1,..-------...L------ : 

I CABAKG DIKAS ~ I UPTD 
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BAGAK STRUKTUR ORGAJIII8ASI 
DI:NAS PERJNDU8TRIAK DAM PERDAGANGAN 

I 
BIDAKG 

INDU8TRJ AORO, 
KIIIIA, TltK8'11L DAK 

AlfBKA 

I KEPALA 

I 

81DAIIO 
IIIDUaTIU LODAM, JGaiK, 
ALAT TllA!IaPOilTMl DAII 

SLIIK'I'IlOIIIKA 

I 

I 

BIDAKG 
PBRDAOAKOAK I.UAR 

KEG£RI 

-- _J---- _ l_- -~-- __J--

KBLOIIPOK 
JAP'URG 

I UPTD 

I 

SEKRBTARIAT 

I. 

SUB BAOIAN TATA 
USAHA 

I 

BlDAKO 
PBRDAOAKGAJf 
DALAM KEGBRI __ , __ 

I 

BlDAJfG 
PBRLIKDUKGAJf 

KOK8UMBJif 

--' 
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS K&PitNDUDUKAN DAN PII:NCATATAN SIPIL 

I ImPALA l 
1 

8&KitltTARIAT 

II 
SUB BAOIAN 1'A1'A 

US AHA 

I 1 
8IDAJIIO 

BIDIUfO 

II'AaiLITAal PBLAYAJfAl' 
PBKOitLOLAAJf IKJ'Oitii.A81 

ADIIIDflltT'IlAal 
ADIIIJflltT'IlAal 

IICBPBIIDUDUKAlf JCBP&IIDUDUKAlf DAJf 
P&IIAJfJ'AATAJf DATA 

r - - - _L_ - - - - - - _I 

K&LOIIPOK 
.J~O 



BA.GAK BTRUKTUR ORGA.NIBABI 
BA.DANP&RBNCA.NAANP&MBA.NGUNANDABRAH 

_l 

PEmc':.':u.., 
PEIIGENDAUAN DAN 

EV~UASI 
PRMRAJIIOtiWA.If n&11\D&A 

I KEPALA 

I 

BIDAIIG 
P£11£RINTAHAII DAN 

PEIIBAIIOUIIAN DAERAH 

I 

J 

l 
i 

..1 

BIDAIIO 
P£R£KONOIIIAN DAII 
SUIIBER DAYA ALAII 

_l 

8£1C.R.ET ARIAT j 
l 

SUB BAOIANTATA I U S AHA 

I 

BIDANO 
IIIJ'RASTRUKTUR DAN 

KEWILAYAHAII 

r -- _,._-----L-- -~--_,_. _----I· 

KELOIIPOK 
JAFUNG 

I UPTD 
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
BADAN KBPBGAWAIAN DABRAH 

Pl:lfOADAAK, 
PI:IIIII:IUII:IfTIAR DAR 

~~~-
r----.1..--

KI:LOMPOK 
.JAJ'UJfO 

J. 

IUDARO 
MUTASI DAR PltOM081 

__ ....! _ _ _ 

UPTD 

I. 

BIDARO 
PmlfOI:MBAKOAK 

APAitATUR __ , __ 

J. 

SII:Klt&T ARIAT 

l 
SUB BAOIAN TATA 

USAHA 

I 
IUDARO 

Pl:lfiLAIAK Kllfl:ltJA 
APAitATUR DAR 
PI:KOHAaOAAif 

__ I 

60 



6 1 

BAOAK STRUKTUR OROAl'flSASI 
BADAK PJCJrOBIIBAKOAK SUIIBBR DAYA IIAKUSIA 

l KEPALA I 
1 

SJ!:KRBTARIAT 

I 

SUB B AOIAN TATA 
USAHA 

J _j_ I I. 

Bli>ARO BIDAJrQ BIDAKO BIDAKO 
~RTlnKASl KOIIPICTZftBl PEJrQEJIIIBJUIIQAl'f PltlfOBMBAI'fOAl'l PEJrOBMBA.l'fQAl'l 

DA!f PlafOII:LOLAA.ft KOliiPBTJtllrlll TB:KJfi8 KOIIIPJI:TJtllr&I TBKl'fla KOIIIPJI:TBIQII 
KEUUIBAOAAlf 11fT I UIIUM :IIAJIAJBRIAL 

r - - - --1...- - - - _ ....J._ - - - - _, _ - - - - _, 
KBLOMPOK 

JAFUJfQ 
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
BADA.N PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 

KEPALA 

I 

SICKlmTAJUAT 

I 

SUB BAGIAN TATA USAHA 

- -I I I' I I I 
KELOIIPOK I 

BIDAMO 
BIDAMO BIDAMO ICKONOIII BIDAMO 

PDIERDfTAHAN 
JAJ'Ul'fG DAM PENOKAJIAM 

8081AL t»AM DAN 1NOVA81 DAN 

I PBRATURAJf 
K&PENDUDVKAM PDIBANOUNAM TEKIIOLOOl 

__ L _ - _ .L _ - _ _!_ - - _I 



BAOAK STRUKTUR OROAJIISASI 
BADAK PltJIOBLOLAAJI KltUAKOAK DAK AUT DABRAH 

I I 

r -L- --1-- --

UPTD 

1 

-1--

I 

a&KJtltT ARIAT 

I 

SUB BAOIAN TATA 
USAHA 

- ---1 

63 
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BAOAlf STRUKTUR OROAKISASI 
BADAlf PJ:IfDAPATAlf DAERAH 

KBLOMPOK 
.JAPUJIQ 

I 

amAlfO 
PBRUCUAAK DAlf 

PBifOBIIBAlfQAJI 
PBJmAPATAlf 

I KEPALA I 

BIDAKO 
PBJifOEimALIAlf DAlf 

BVALUA81 PBJIIDAPATAII 

I 

SBKRETARIAT 

I 
SUB BAOIAN TATA 

USAHA 

l 

BWAlfO PBKOELOLAAI'f 
811tft:M IKFOIUIIA8I 

PBKDAPATAII 

- _.1.- - - - - _T_ - - --' 

I UPTD 
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BAGAK STRUKTUR ORGAJUSASI 
BADAK PEJfGHUBUJfG 

I 

SUBBAGIAK TATA 
U1IAHA 

KEPALA 

I 

8U88IDAJfG HUBUJIGAJ( 
AJfTAR LEIIBAGA 

I 

SUBBIDAKG PROM081 
DAJf DfFORIIMI 

I 

80BBIDAJfG 
ICBPROTOKOLAJII 

----+------1------~-----~ 

KBLOMPOK 
.JAJI"UJJQ 

RJAWA BARAT, # 
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GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

ttd




